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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika
Kontemporer” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir
sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang terus
berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi,
serta tuntutan globalisasi.

Dinamika hubungan industrial di Indonesia saat ini menghadapi
berbagai tantangan kompleks, mulai dari perubahan pola kerja akibat
revolusi industri 4.0, hadirnya platform digital (gig economy), hingga
pengaturan upah dan perlindungan pekerja dalam kerangka hukum
nasional dan internasional. Buku ini mencoba mengupas tuntas teori-
teori dasar hukum ketenagakerjaan serta menyajikan analisis kritis
terhadap isu-isu kontemporer yang tengah hangat diperdebatkan,
seperti perlindungan pekerja outsourcing, pekerja harian lepas,
pekerja platform digital, serta implementasi Omnibus law UU Cipta
Kerja terhadap klaster ketenagakerjaan.

Adapun sistematika penulisan buku ini terdiri dari beberapa
bagian utama, yaitu: konsep dasar dan sejarah hukum
ketenagakerjaan di Indonesia; sumber-sumber hukum dan asas-asas
ketenagakerjaan; hubungan Kkerja, perjanjian kerja, dan hubungan
industrial; perlindungan upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja;
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; serta isu-isu mutakhir
dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang
telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini,
terutama rekan-rekan dosen, mahasiswa, peneliti hukum, serta
praktisi hukum perburuhan yang telah memberikan masukan
berharga.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan di
Indonesia serta menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang
berkecimpung dalam dunia hukum, hubungan industrial, dan
manajemen sumber daya manusia.

Terima kasih.

Penulis
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Universitas Sriwijaya




Hakikat Hukum Ketenagekerjaan

Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu cabang pembahasan
dari pembahasan hukum. Oleh sebab itu penting mengetahui makna
dari hukum itu sendiri sebelum membahas tentang hukum
ketenagakerjaan secara menyeluruh agar dapat memahami lingkup
pembahasan mengenai hukum (Randi dan Sos, 2025). Hukum lebih
dikenal hanya seputaran kalangan penegak hukum layaknya polisi,
hakim, jaksa dan pengacara, di mana mereka lebih sering mengetahui
mengenai undang-undang maupun tata aturan lain mengenai hukum
yang dibuat di lingkungan tersebut. Pembahasan yang berhubungan
dengan hukum, termasuk hukum ketenagakerjaan atau hukum
perburuhan, memiliki peranan penting.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan
ekonomi dan industri di Indonesia, hukum ketenagakerjaan juga
mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan ini mencakup
berbagai aspek, mulai dari peraturan ketenagakerjaan hingga
perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu undang-undang yang
menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti
hubungan kerja, upah, perlindungan tenaga kerja, dan penyelesaian
sengketa ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan cabang
dari ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh
dengan pemberi kerja dalam proses produksi barang dan jasa.
Pengaturan ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban para pihak,
tetapi juga meliputi aspek perlindungan tenaga kerja, jaminan
kesejahteraan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial secara adil dan efektif. Dalam perspektif negara hukum,
keberadaan hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis untuk
menciptakan keseimbangan Kkepentingan antara pekerja dan
pengusaha sebagaimana dikemukakan oleh Dina Susiani (2020)
sekaligus menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam dunia kerja.

Lebih lanjut, hukum ketenagakerjaan juga berperan sebagai
instrumen intervensi negara dalam mengoreksi ketimpangan posisi
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tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, regulasi
ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga protektif
dan distributif, guna memastikan bahwa proses produksi berjalan
secara manusiawi, berkeadilan, serta sejalan dengan nilai-nilai
konstitusional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan
kesejahteraan umum serta keseimbangan kepentingan antara pekerja
dan pengusaha serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam
dunia kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan
yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip
konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pasal 5 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja
memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan, sedangkan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap
pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha. Ketentuan tersebut menunjukkan
adanya jaminan normatif atas prinsip kesetaraan (equality before the
law) dalam hubungan kerja.

Namun demikian, dalam praktik hubungan industrial, kedudukan
antara pekerja dan pengusaha tidak sepenuhnya setara. Hal ini
berbeda dengan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang
pada dasarnya berada dalam posisi yang relatif seimbang dan
memiliki kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidaknya
suatu perjanjian. Dalam hubungan kerja, meskipun secara yuridis
pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang bebas untuk membuat
atau tidak membuat perjanjian Kkerja, secara sosial-ekonomis pekerja
seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan
pengusaha (Dina Susiani, 2020).

Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh keterbatasan akses
terhadap sumber daya ekonomi, ketergantungan terhadap pekerjaan
sebagai sumber penghidupan, serta posisi tawar (bargaining position)
yang relatif rendah. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan hadir
sebagai instrumen perlindungan yang bersifat korektif dan intervensif
guna menyeimbangkan hubungan tersebut. Dalam konteks ini, negara
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melalui regulasi ketenagakerjaan berperan aktif untuk menjamin
perlindungan hak-hak pekerja, mencegah praktik diskriminasi, serta
menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan
berkeadilan sosial.

Teori ketidakseimbangan posisi tawar (inequality of bargaining
power) merupakan konsep fundamental dalam  hukum
ketenagakerjaan yang menjelaskan adanya ketimpangan kekuatan
antara pekerja (buruh) dan pengusaha dalam proses perundingan
hubungan kerja. Konsep ini secara klasik dikemukakan oleh Otto
Kahn-Freund, yang menyatakan bahwa hubungan kerja pada
dasarnya bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan
subordinatif, di mana pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah
dibandingkan pemberi kerja.

Secara teoritis, ketidakseimbangan posisi tawar ini disebabkan
oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, di mana pekerja
sangat bergantung pada wupah sebagai sumber penghidupan,
sedangkan pengusaha memiliki kontrol atas modal dan kesempatan
kerja. Kedua, faktor struktural, yaitu terbatasnya akses pekerja
terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya yang dapat
meningkatkan daya tawarnya. Ketiga, faktor sosial, termasuk kondisi
pasar tenaga kerja yang tidak selalu memberikan alternatif pekerjaan
yang memadai bagi pekerja.

Dalam perspektif hukum, ketidakseimbangan ini mengakibatkan
kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam hubungan kerja
menjadi bersifat semu (G. Karta Sapoetra, 2016). Secara formal,
pekerja memang bebas untuk menerima atau menolak perjanjian
kerja, namun dalam kenyataannya pilihan tersebut seringkali tidak
benar-benar bebas karena adanya tekanan kebutuhan ekonomi.
Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata
klasik tidak sepenuhnya relevan diterapkan secara murni dalam
hubungan industrial.

Di Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa
ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk
perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tetap menempatkan
perlindungan pekerja sebagai salah satu prinsip utama. Dengan
demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai
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Pendahuluan

Landasan filosofis dan sosiologis dalam hubungan kerja memerlukan
kedalaman analisis yang melampaui teks undang-undang (beyond the
black letter law). Merujuk pada pemikiran Karl Polanyi tentang
embeddedness ekonomi dalam masyarakat, serta teori Hugh Collins
mengenai fungsi regulatif hukum kontrak dalam hubungan kerja,
tulisan ini ditujukan untuk memantik dialektika akademik terhadap
kedua landasan tersebut dalam hubungan Kkerja, dengan
mempertimbangkan tren riset hukum ketenagakerjaan di jurnal
bereputasi global (Scopus) seperti Industrial Law Journal atau
International Labour Review.

Dialektika Manusia dan Kerja: Perspektif Ontologis Hukum
Ketenagakerjaan

Hakikat kerja bukan sekadar sebagai komoditas ekonomi, melainkan
sebagai manifestasi martabat kemanusiaan. Dalam doktrin
Philadelphia, pekerja dipandang sebagai manusia bermartabat, bukan
komoditas yang bisa “diperjualbelikan”. Di Indonesia, gelombang
deregulasi (UU 13/2003, UU Cipta Kerja, Perpres TKA, dst)
mendorong fleksibilitas pasar kerja untuk menarik investasi dan
merespons globalisasi. Pertanyaannya: sejauh mana regulasi terbaru
masih menjaga prinsip kemanusiaan ini?

UUD 1945 Pasal 27(2) menjadi dasar konstitusional bahwa hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu diterjemahkan ke
kewajiban negara memberi perlindungan, kesetaraan kesempatan,
dan nondiskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan (Basofi &
Fatmawati, 2023; Musrin et al, 2022; Pattipawae, 2022).
Perlindungan meliputi upah layak, jaminan sosial (BP]S), K3, jaminan
kerja, dan kebebasan berserikat (Salsabila et al., 2025; Fithri, 2021;
Nurcahyo, 2021; Pattipawae, 2022). Berbagai studi menegaskan
tujuan hukum ketenagakerjaan: Kkesejahteraan pekerja dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha
(Salsabila et al., 2025; Kahpi, 2018; Basofi & Fatmawati, 2023;
Permana, 2022).
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Tabel 2.1: Instrumen Perlindungan dan Fleksibilitas

Bidang lns.trumen Instrumen fleksibilitas
perlindungan
Status keria Aturan PKWT/PKWTT, | Perluasan = PKWT, outsourcing,
J syarat ketat PKWT non-standar work
Upah minimum, | Formula matematis yang menekan
Upah formula pengupahan, | kenaikan upah, tak meliputi sektor
demo buruh kuat informal
Tujuan utama lindungi Penyederhanaan izin TKA (RPTKA
TKA TKI & cegah . . o .
. ganti IMTA), fasilitas keimigrasian
persaingan tak sehat

Sumber: Rozikin & Muhyiddin, 2025; Pratiwi, 2017; Permana, 2022; Kahpi,
2018; Fithri, 2021; Atalim & Debora, 2019; Agesa et al., 2018

UU Cipta Kerja dan cluster ketenagakerjaan dimaksudkan
menciptakan “safe haven” sekaligus meningkatkan fleksibilitas;
namun implementasi PKWT dan pemutusan hubungan kerja justru
sering melemahkan kepastian dan membuka pelanggaran karena
pengawasan lemah (Rozikin & Muhyiddin, 2025; Permana, 2022).
Studi tentang UUPKWT /PKWTT menunjukkan perlindungan normatif
ada, tetapi pelaksanaan tidak optimal, dan posisi tawar pekerja tetap
rendah (Permana, 2022). Analisis dekonstruktif menyimpulkan asas
kepastian hukum bergeser dari perlindungan substantif pekerja ke
instrumen prosedural untuk fleksibilitas, daya saing, dan efisiensi
administratif, menciptakan fragmentasi norma dan standar
perlindungan yang melemah (Satriawan et al., 2026).

Perspektif feminis menunjukkan fleksibilitas menjadi “nafas”
hukum perburuhan Indonesia dan sangat terkait feminisasi tenaga
kerja manufaktur; skema fleksibilitas sering menguntungkan pasar,
tapi  kontradiktif terhadap pengarusutamaan gender dan
kesejahteraan pekerja perempuan (Lousia et al.,, 2025; Pratiwi, 2017).
Pada TKA, kemudahan regulasi (Perpres 20/2018, UU Cipta Kerja) dan
fasilitas keimigrasian cenderung mengutamakan kepentingan
ekonomi dan investor, sementara perlindungan dan kesempatan kerja
bagi pekerja lokal berpotensi terpinggirkan (Fithri, 2021; Atalim &
Debora, 2019; Agesa et al., 2018). Beberapa kajian menilai terjadi
disharmonisasi antara hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan,
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lebih pro-TKA daripada melindungi tenaga kerja Indonesia (Fithri,
2021; Agesa et al,, 2018).

Berbagai penelitian menyorot gap besar antara regulasi yang
relatif komprehensif dan pelaksanaan di lapangan: lemahnya
pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan, dan kultur yang
belum memandang pekerja sebagai subjek hak penuh (Salsabila et al.,
2025; Lousia et al, 2025; Basofi & Fatmawati, 2023; Abdurohman,
2019; Rafifah et al, 2025). Non-standar workers (kontrak,
outsourcing, informal) paling rentan: upah tak pasti, jaminan sosial
minim, posisi tawar lemah (Salsabila et al, 2025; Rozikin &
Muhyiddin, 2025; Pratiwi, 2017; Kahpi, 2018). Secara tertulis, hukum
Indonesia masih berangkat dari prinsip bahwa pekerja adalah
manusia yang harus dilindungi, bukan komoditas, tercermin dalam
UUD 1945 dan tujuan perlindungan ketenagakerjaan. Namun, regulasi
terbaru yang menekankan fleksibilitas, deregulasi, dan kemudahan
investasi membuat asas perlindungan sering bergeser ke posisi
sekunder. “Keseimbangan” yang terjadi cenderung condong ke
fleksibilitas pasar Kkerja, sementara jaminan bahwa pekerja
benar-benar diperlakukan sebagai subjek martabat manusia sangat
bergantung pada pengawasan, penegakan hukum, dan penguatan
posisi tawar pekerja, bukan hanya bunyi norma.

Pertanyaan tentang kontrak kerja menyentuh jantung perbedaan
antara paradigma liberal-individualis (kontrak sebagai hasil
kebebasan dua individu setara) dan Pancasila (Keadilan Sosial) yang
menempatkan kerja dalam horizon keadilan substantif dan
kesejahteraan bersama. Pancasila ditempatkan sebagai grundnorm /
sumber segala sumber hukum dan leitstern (bintang penuntun) bagi
seluruh regulasi, termasuk ketenagakerjaan (Andriawan, 2022;
Dimyati et al,, 2021; Agustina et al., 2023; Putra et al,, 2023). Keadilan
Pancasila dipahami sebagai keadilan substantif, bukan sekadar
prosedural atau matematis; hukum boleh “melampaui” teks positif
demi keadilan nyata (Andriawan, 2022). Negara Pancasila adalah
welfare state hukum, bukan negara kontrak liberal murni; negara
justru wajib ikut campur di ranah “privat” seperti upah dan hubungan
kerja demi kesejahteraan (Dimyati et al., 2021; Zulkarnaen, 2020).
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Pendahuluan

Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem
hukum nasional yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha,
dan negara dalam proses produksi. Pengaturan tersebut tidak hanya
berfungsi untuk mengatur hubungan kerja secara formal, tetapi juga
bertujuan  menciptakan keseimbangan antara kepentingan
perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Keberadaan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menjadi
instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung
dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesejahteraan pekerja,
serta stabilitas hubungan industrial. Dalam konteks tersebut,
keberadaan sumber hukum ketenagakerjaan menjadi landasan utama
yang memberikan legitimasi terhadap berbagai norma yang mengatur
hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (Khakim, 2014).

Sistem sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya
bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga
mencakup berbagai norma lain yang berkembang dalam praktik
hubungan industrial. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta
perjanjian kerja bersama merupakan bentuk pengaturan yang
memiliki kekuatan mengikat bagi pekerja dan pengusaha dalam
menjalankan hubungan kerja. Keberagaman sumber hukum tersebut
menunjukkan bahwa pengaturan ketenagakerjaan bersifat dinamis
dan dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial, ekonomi, serta
kebijakan pembangunan nasional. Struktur pengaturan yang
demikian juga mencerminkan karakter hukum ketenagakerjaan yang
menggabungkan dimensi hukum publik dan hukum privat dalam satu
kerangka sistem hukum yang terpadu (Husni, 2003).

Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mengalami
perubahan signifikan seiring dengan dinamika kebijakan
pembangunan ekonomi dan tuntutan penyederhanaan regulasi. Salah
satu tonggak penting dalam pengaturan ketenagakerjaan adalah
berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan Kerja,
perlindungan tenaga kerja, serta mekanisme hubungan industrial.
Seiring dengan perkembangan kebijakan legislasi nasional, sebagian
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ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian mengalami
perubahan melalui kebijakan reformasi regulasi yang diwujudkan
dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat
melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.
Reformasi regulasi tersebut bertujuan menyederhanakan berbagai
ketentuan hukum yang dianggap kompleks serta menyesuaikan
sistem pengaturan ketenagakerjaan dengan dinamika perkembangan
ekonomi nasional (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 2003).

Perubahan regulasi tersebut juga berkaitan erat dengan sistem
hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan norma dalam sistem hukum nasional. Pengaturan
mengenai hierarki peraturan secara formal diatur dalam UU No. 12
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Struktur
hierarki tersebut memberikan pedoman mengenai kedudukan dan
hubungan antara berbagai jenis peraturan yang berlaku, sehingga
setiap regulasi yang dibentuk memiliki dasar kewenangan yang jelas
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan
lebih tinggi. Pemahaman terhadap sumber hukum ketenagakerjaan
serta hierarki peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk
menilai bagaimana sistem hukum nasional mengatur hubungan
industrial secara komprehensif serta menjamin kepastian hukum bagi
para pihak yang terlibat di dalamnya (Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, 2011).

Sumber Hukum Ketenagakerjaan dan Hierarki Peraturan
Pasca-Omnibus law

Pembahasan mengenai sumber hukum ketenagakerjaan dan hierarki
peraturan perundang-undangan penting untuk memahami kerangka
pengaturan hubungan kerja dalam sistem hukum nasional. Perubahan
regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditegaskan
melalui UU No. 6 Tahun 2023 membawa implikasi terhadap struktur
pengaturan ketenagakerjaan, termasuk kedudukan berbagai sumber
hukum serta peraturan pelaksana yang mengaturnya. Pemahaman
terhadap hubungan hierarkis antarperaturan tersebut menjadi
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penting untuk menilai konsistensi regulasi dan kepastian hukum
dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya
akan menguraikan konsep sumber hukum ketenagakerjaan, hierarki
peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan pelaksana
pasca omnibus law, serta implikasinya terhadap kepastian hukum
dalam hubungan industrial.
1. Konsep dan Karakteristik Sumber Hukum Ketenagakerjaan
dalam Sistem Hukum Indonesia
Hukum Kketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem
hukum nasional yang mengatur hubungan antara pekerja,
pengusaha, dan negara dalam kegiatan produksi. Pengaturan
tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan kerja
secara formal, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan
kepentingan antara perlindungan tenaga kerja dan kepentingan
dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, keberadaan sumber hukum
ketenagakerjaan menjadi landasan normatif yang memberikan
legitimasi terhadap berbagai aturan yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak dalam hubungan industrial. Melalui sumber
hukum tersebut, negara dapat menetapkan standar perlindungan
tenaga kerja sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam
praktik hubungan kerja di Indonesia (Farida & Arianto, 2025).
Konsep sumber hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dapat
dipahami melalui dua pendekatan, yaitu sumber hukum dalam arti
materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum
materiil berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi
terbentuknya suatu norma hukum, seperti kondisi sosial, ekonomi,
serta perkembangan dunia industri. Dinamika pasar tenaga kerja,
kebutuhan perlindungan pekerja, dan kebijakan pembangunan
nasional menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya regulasi
ketenagakerjaan. Sementara itu, sumber hukum formil merujuk
pada bentuk atau jenis aturan yang secara resmi diakui sebagai
dasar berlakunya suatu norma hukum. Dalam sistem hukum
Indonesia, sumber hukum formil ketenagakerjaan dapat berupa
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, kebiasaan dalam
hubungan industrial, serta putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan mengikat bagi para pihak (Asyhadie & Kusuma, 2023).
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Berbicara tentang hubungan, hubungan merupakan suatu keterikatan
antara satu subjek dengan subjek lainnya yang menimbulkan
interaksi, kepentingan, serta konsekuensi tertentu. Dalam perspektif
hukum, hubungan tidak hanya dimaknai sebagai interaksi biasa,
melainkan sebagai suatu hubungan hukum yang memiliki dasar,
tujuan, serta akibat hukum yang jelas. Hubungan hukum tersebut lahir
karena adanya peristiwa hukum, baik yang bersumber dari perjanjian
maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, konsep tersebut berkembang
menjadi hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan suatu
sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa, yaitu pekerja/buruh, pengusaha, dan
pemerintah. Hubungan ini tidak hanya berfokus pada hubungan kerja
semata, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas seperti
pembinaan, perlindungan, serta penyelesaian perselisihan
ketenagakerjaan (Sari, 2025).

Hubungan industrial diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dengan tujuan menciptakan
hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu,
pemahaman mengenai hubungan industrial menjadi penting sebagai
landasan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan
pekerja dan pengusaha, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam
dunia kerja.

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika
ekonomi, hubungan industrial juga mengalami perubahan yang cukup
signifikan, terutama melalui kebijakan hukum yang dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
sekarang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan ini membawa
implikasi terhadap fleksibilitas hubungan kerja, pengaturan
perjanjian Kkerja, sistem pengupahan, hingga mekanisme perlindungan
tenaga kerja.

Arah kebijakan yang terjadi hingga saat ini tidak menutup
kemungkinan adanya campur tangan dari para pihak yang berwenang.
Adanya regulasi yang mengatur untuk pekerja ini bertujuan untuk
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meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.
Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya di sisi lain,
muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan
pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, konsep
hubungan industrial dalam konteks regulasi terbaru ini menuntut
adanya peran aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah sebagai
regulator, agar tetap tercipta hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip hukum
ketenagakerjaan di Indonesia.

Negara dituntut untuk responsif dalam merumuskan kebijakan
hukum yang adaptif terhadap perkembangan tersebut. Hal ini dapat
dilakukan melalui pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang mampu
mengakomodasi  bentuk-bentuk kerja nontradisional tanpa
mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Selain itu, negara juga
perlu memastikan adanya jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja
gig, yang selama ini sering berada di luar skema perlindungan formal.
Perubahan struktur ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan
berkembangnya gig economy telah menggeser pola hubungan kerja
konvensional menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan berbasis teknologi.
Model kerja seperti freelance, platform-based work, hingga kemitraan
digital menimbulkan tantangan baru, terutama terkait status hukum
pekerja, perlindungan sosial, serta kepastian hak dan kewajiban para
pihak. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat krusial sebagai
aktor utama dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan
industrial. Tidak hanya sebagai regulator, negara juga berperan
sebagai fasilitator dan pengawas. Negara harus mampu menjembatani
kepentingan antara platform digital sebagai pemberi kerja baru
dengan para pekerja, sekaligus memastikan tidak terjadi eksploitasi
dalam hubungan kerja yang bersifat fleksibel tersebut. Penguatan
pengawasan serta penegakan hukum menjadi penting agar praktik
hubungan industrial tetap berjalan secara adil (Suhartini, 2020).

Peran Negara dalam Hubungan Industrial di Indonesia
dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Kontemporer

Peran negara dalam hubungan industrial di Indonesia memiliki posisi
yang sangat strategis, terutama dalam perspektif regulasi dan
kebijakan kontemporer. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU
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Ketenagakerjaan bahwa Pemerintah memiliki kemauan politik
(political will) yang berfokus pada pembangunan ketenagakerjaan.
Hubungan industrial sebagai suatu sistem yang melibatkan
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah menuntut adanya
keseimbangan kepentingan agar tercipta kondisi kerja yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi
sebagai pembentuk norma, tetapi juga sebagai pengarah dan penjaga
stabilitas dalam hubungan ketenagakerjaan (Setiabudi, Taufik, dan
Haryadi, 2022).

Negara melalui jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan
dalam hal mengontrol kebijakan untuk keberlangsungan masyarakat,
salah satunya pada sektor ketenagakerjaan. Bentuk keterlibatan
pemerintah dalam soal-soal ketenagakerjaan tampak jelas dari adanya
instansi-instansi yang berwenang dan mengurus soal-soal bekerjanya
tenaga kerja tersebut (Khanifa, 2022). Sebagai penyelenggara
kekuasaan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis
dalam menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara
pengusaha dan pekerja/buruh yang secara struktural bersifat tidak
setara (subordinatif). Dalam praktiknya, pengusaha cenderung
memiliki posisi menggantung yang lebih dominan dalam menentukan
syarat Kkerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya,
pekerja/buruh yang umumnya berada pada posisi sosial dan ekonomi
yang lebih lemah sering kali berada dalam posisi yang kurang
menguntungkan, sehingga cenderung menerima ketentuan yang
ditetapkan oleh pengusaha tanpa memiliki ruang yang cukup untuk
menegosiasikan kepentingannya secara bebas.

Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan
dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui
regulasi menjadi suatu keniscayaan untuk menetapkan norma dan
batasan yang adil. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai
instrumen untuk melindungi pekerja/buruh sekaligus memastikan
terciptanya hubungan industrial yang seimbang, berkeadilan, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan (Fitriana,
2022).

Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga mencerminkan peran negara sebagai regulator, fasilitator,
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Pendahuluan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling
dinamis dan kompleks dalam sistem ekonomi nasional (Indriani
2016). Berbeda dengan modal atau lahan yang dapat dikalkulasi
secara relatif pasti, tenaga kerja memiliki dimensi manusiawi yang
membuatnya tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditas
biasa (Erman and Saptari 2013). Di sini hukum ketenagakerjaan
menemukan relevansinya: sebagai instrumen pengatur yang
menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan harkat
dan martabat manusia sebagai pekerja (Ramli 2020).

Perencanaan tenaga kerja (labor planning) dan informasi pasar
kerja (labor market information) adalah dua sisi dari satu koin.
Perencanaan tanpa informasi yang akurat ibarat berlayar tanpa peta.
Hasil yang dicapai akan selalu jauh dari yang diharapkan. Sebaliknya,
informasi yang melimpah tanpa kemampuan merencanakannya akan
menjadi beban yang tidak produktif.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki angkatan kerja di atas
154 juta jiwa (per Agustus 2025) (Badan Pusat Statistik Indonesia
2025), dengan struktur demografi yang sedang mengalami bonus
demografi (demographic dividend), dan dengan kesenjangan
keterampilan (skills gap) yang masih signifikan antara lulusan
pendidikan dan kebutuhan industri, perencanaan tenaga kerja bukan
sekadar fungsi administrasi, ia adalah instrumen kebijakan strategis
nasional.

Perencanaan Tenaga Kerja

Secara harfiah, perencanaan tenaga kerja (manpower planning atau
labor force planning) dapat didefinisikan sebagai proses sistematis
untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi atau
wilayah guna memastikan tersedianya jumlah dan jenis tenaga kerja
yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan
keterampilan yang tepat. Perencanaan tenaga kerja adalah proses
untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan
tujuan strategis organisasi. Ini melibatkan analisis jumlah, jenis, dan
keterampilan yang diperlukan, serta memprediksi kebutuhan di masa
depan (Husainah 2024).
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Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 7 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan) memberikan fondasi yuridis bagi perencanaan
tenaga kerja nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam
rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan
kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, Pasal
8 UU Ketenagakerjaan secara eksplisit mewajibkan penyusunan
perencanaan tenaga kerja yang meliputi perencanaan tenaga kerja
makro dan perencanaan tenaga kerja mikro.

“Pasal 7

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah
menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi:

(3) perencanaan tenaga kerja makro; dan

(4) perencanaan tenaga kerja mikro.

(5) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan  ketenagakerjaan  yang  berkesinambungan,
pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi
ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

penduduk dan tenaga kerja;

kesempatan kerja;

pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;

produktivitas tenaga kerja;

hubungan industrial;

kondisi lingkungan kerja;

pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan

jaminan sosial tenaga kerja.

S@ Mo o0 o

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah
maupun swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi
ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan
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tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan
serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (PP Perencanaan
Tenaga Kerja) menyatakan:

“Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK
adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis
yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi,
dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang
berkesinambungan.”

Pasal 1 angka 5 PP Perencanaan Kerja menyatakan bahwa
Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK
Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal
dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial,
baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat
membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan
produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 1 angka 6 PP Perencanaan Kerja menyatakan bahwa
Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK
Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta
dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara
optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang
tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
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Gambar 5.1: Perencanaan Tenaga Kerja
Sumber: (DataOn 2025)

Aspek Perbedaan Perencanaan Mikro Perencanaan Makro

Ruang Lingkup Terbatas pada internal satu Mencakup level nasional atau
perusahaan. regional.

Fokus Utama Pemenuhan posisi dan Keseimbangan suplai talenta
produktivitas karyawan. dengan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan Sinkronisasi SDM dengan Menjaga keseimbangan antara
kebutuhan bisnis. supply dan demand tenaga

kerja.

Jangka Waktu Umumnya jangka pendek Lebih bersifat jangka
hingga menengah menengah hingga panjang

Data Acuan Strategi bisnis dan struktur Indikator ekonomi dan tren
organisasi. demografi penduduk.

Pengambil Keputusan Departemen HR atau Pemerintah dan lembaga
manajemen perusahaan. negara terkait.

Dampak Meningkatkan kinerja Menjaga stabilitas ekonomi
operasional dan laba dan struktur tenaga kerja
perusahaan nasional.

Sumber: (DataOn 2025)
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Pengertian Perjanjian Kerja

Pada sistem ketenagakerjaan, fondasi utama dalam hukum
ketenagakerjaan adalah hubungan kerja karena dari perjanjian timbul
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Dewa
Sukma Kelana & Asmariah, 2026). Hubungan kerja merupakan
permulaan adanya perikatan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk suatu pekerjaan yang telah disepakati syarat dan
ketentuannya (Mawardi Khairi dkk, 2021). Perjanjian Kkerja
merupakan titik permulaan lahirnya hubungan kerja dalam hukum
ketenagakerjaan di Indonesia.

Pengertian hubungan kerja sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dalam Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa hubungan kerja merujuk
kepada hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh
berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja, yang memiliki unsur
terdapatnya pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa
hubungan kerja dirumuskan sebagai hubungan antara pengusaha
dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. OPengertian0
tersebut, senada dengan0 yang0 terdapat0 dalam0 undang-undang
ketenagakerjaan. Hal tersebut penting karena menegaskan bahwa
hubungan kerja bukan sekadar relasi ekonomi, melainkan relasi
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para
pihak.

Perjanjian kerja adalah satu bentuk dari perjanjian secara umum.
Dalam Undang-Undang Nomor 13,Tahun 2003, Tentang
Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 14 menjelasakn bahwa
perjanjian kerja merupakan,perjanjian,antara,pekerja atau buruh
dengan pengusaha atau pemberi, kerja yang berisi ketentuan
mengenai syarat-syarat kerja, hak, maupun kewajiban dan tanggung
jawab para pihak. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
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Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,
khususnya dalam Pasal 1 ayat (9), dijelaskan bahwa perjanjian kerja
adalah kesepakatan atau perjanjian antara pekerja atau buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang di dalamnya berisi ketentuan
mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang
terlibat.

Apabila dilihat dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perjanjian kerja dapat diartikan sebagai kesepakatan atau
perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang
mencakup ketentuan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak Dengan demikian, sejak awal hukum menempatkan perjanjian
kerja sebagai alat yang tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat
secara privat, tetapi juga harus tunduk pada batasan normatif yang
ditetapkan negara (Hanipah dkk., 2023).

Perjanjian kerja bukan sekadar diartikan sebagai kesepakatan
pribadi, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang menentukan
kedudukan pekerja, kewenangan pengusaha, serta batas
perlindungan yang harus dijamin oleh negara. Karena itulah,
pembahasan mengenai perjanjian kerja selalu menjadi pintu masuk
utama untuk memahami struktur hukum ketenagakerjaan secara
keseluruhan (Maulana & Fatriani, 2025).

Kedudukan perjanjian kerja dalam sistem  hukum
ketenagakerjaan memiliki peran penting karena melalui perjanjian
inilah status hubungan antara para pihak ditentukan secara yuridis
(Nikmah Dalimunthe, 2023). Berdasarkan definisi perjanjian kerja
baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dapat
dipahami bahwa perjanjian kerja bukan sekadar dokumen
administratif, melainkan dasar hukum yang menempatkan hubungan
kerja dalam kerangka kepastian, perlindungan, dan
pertanggungjawaban. Norma tentang perjanjian kerja berfungsi
menjaga keseimbangan agar kebebasan berkontrak tidak melahirkan
ketidakadilan dalam praktik hubungan industrial.

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan, pentingnya pengaturan
tersebut dikarenakan pekerja sering kali berada dalam keadaan yang
lebih rentan dari segi ekonomi dan struktural dibandingkan
pengusaha (Rahman dkk., 2023). Perjanjian kerja juga merupakan
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dasar dan acuan untuk perusahaan dalam
mengubahOstatusOpekerjaObaik menjadiOpekerja,kontak maupun
pekerjaOtetap.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja telah ditetapkan dalam kerangka hukum
ketenagakerjaan di Indonesia melalui pengaturan baik di dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah. Aturan
tersebut merupakan elemen dari sistem hukum nasional yang
mengatur interaksi antara buruh dan pengusaha. Sebagaimana telah
diketahui bahwa terdapat dua macam perjanjian Kkerja, yakni
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (biasa dikenal dengan
karyawan kontrak) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) (atau biasa dikenal dengan karyawan tetap) (Mahdi Haidar,
2022).

Jenis perjanjian kerja tersebut sebagaimana telah dijelaskan
dalam Pasal 56, ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana kini telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan bahwa
perjanjian kerja dibuat dengan bentuk waktu tidak tertentu atau
melalui waktu tertentu Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai
perjanjian kerja, khususnya terkait PKWT dan PKWTT, diatur secara
rinci dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Selain memberikan definisi dan peraturan, Peraturan Pemerintah
tersebut juga mengatur syarat, batasan, serta konsekuensi hukum dari
masing-masing jenis perjanjian kerja PKWT hanya dapat digunakan
untuk pekerjaan tertentu yangmenurut jenis dan sifatnya akan selesai
dalam waktu tertentu, sedangkan PKWTT digunakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap (Devi, 2024).

Perjanjian kerja dengan bentuk waktu tertentu, atau disingkat
PKWT, menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35
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Kesel an Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Industri

Pendahuluan

Struktur bab ini dirancang dengan pendekatan hukum tata negara
yang kuat (melihat K3 sebagai pemenuhan hak konstitusional atas
lingkungan kerja yang sehat) serta mengintegrasikan realitas
sosiologis dan tren global yang sering dibahas dalam jurnal Scopus
seperti Safety Science atau Journal of Occupational Health. Untuk
mendukung aspek filosofis, dapat dirujuk pada teori Social Justice John
Rawls untuk menjelaskan bahwa standar K3 yang tinggi adalah bentuk
proteksi bagi kelompok yang "paling tidak beruntung" dalam struktur
industri. Secara sosiologis, pemikiran Niklas Luhmann tentang Risk
and Danger dapat digunakan untuk membedah bagaimana hukum
merespons ketidakpastian dalam industri modern.

K3 sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia
Universal

K3 sejatinya lebih dari sekadar kewajiban teknis menjadi norma
fundamental yang berakar pada hak atas hidup dan kesehatan. Pasal
28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional warga negara.
Pertanyaannya adalah apakah pelanggaran standar K3 oleh
perusahaan bisa diposisikan sebagai pelanggaran hak konstitusional
yang digugat lewat mekanisme constitutional complaint.

Beberapa kajian menegaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) adalah
norma dasar perlindungan lingkungan dan HAM; hak atas lingkungan
yang baik dan sehat telah “dikonstitusionalisasi” sebagai bagian dari
Green Constitution Indonesia (Yusa & Hermanto, 2018; Sodikin, 2021;
Prakoso, 2014; Mamonto, 2021). Negara dan seluruh pemangku
kepentingan berkewajiban menjamin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup untuk memenuhi hak tersebut (Yusa & Hermanto,
2018; Prakoso, 2014).

Penelitian tentang K3 menegaskan bahwa perusahaan wajib
secara hukum dan etika menjamin lingkungan kerja yang aman dan
sehat; pelanggaran standar K3 berarti melanggar hak-hak pekerja
yang dijamin undang-undang (Hermansyah, 2023). Namun teks ini
membatasi analisis pada pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan
dan K3, bukan secara eksplisit menyebutnya sebagai pelanggaran
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langsung Pasal 28H ayat (1) yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi
(Hermansyah, 2023).

Beberapa studi menyoroti bahwa regulasi tanggung jawab
perusahaan terhadap lingkungan masih parsial dan belum terbangun
sebagai instrumen yang utuh untuk pemenuhan hak konstitusional
atas lingkungan hidup (Mamonto, 2021). Kegagalan negara mengatur
dan mengawasi dapat dinilai sebagai kegagalan menjamin hak
konstitusional atas lingkungan yang bersih dan sehat (Mahardika,
2021).

Riset-riset ini menegaskan bahwa constitutional complaint
ditujukan terhadap tindakan atau kelalaian organ publik/pejabat
negara, bukan sengketa langsung dengan subjek privat, meskipun
tindakan privat sering dimungkinkan oleh regulasi dan pengawasan
negara yang lemah (Adnyani et al., 2024; Wico et al., 2021; Awanisa et
al,, 2021; Dewi et al., 2022). Kajian tentang constitutional complaint di
Indonesia konsisten menyatakan bahwa mekanisme constitutional
complaint belum eksis secara normatif, sehingga belum ada dasar
formil menggugat pelanggaran hak konstitusional (termasuk hak
lingkungan sehat) melalui constitutional complaint ke MK (Suasono et
al,, 2023; Holish & Maharani, 2023; Warjiyati et al., 2022; Wico et al,,
2021; Awanisa et al., 2021; Jumantoro et al., 2024; Dewi et al., 2022).
Gagasan yang diajukan adalah perluasan kewenangan MK agar warga
dapat menggugat pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan
negara/pejabat publik, bukan dirumuskan khusus terhadap kegagalan
perusahaan swasta memenuhi standar K3 (Adnyani et al, 2024;
Warjiyati et al., 2022; Wico et al,, 2021; Lailam et al., 2022; Sakinah &
Wijayanti, 2024; Dewi et al.,, 2022).

Dengan demikian, secara doctrinal hak atas lingkungan sehat
(termasuk lingkungan kerja yang aman) diakui sebagai hak
konstitusional (Yusa & Hermanto, 2018; Sodikin, 2021; Mahardika,
2021; Prakoso, 2014). Pelanggaran K3 oleh perusahaan saat ini
diproses melalui rezim hukum biasa (ketenagakerjaan, K3,
lingkungan), bukan constitutional complaint (Mamonto, 2021; C, 2021;
Hermansyah, 2023). Gagasan constitutional complaint yang dibahas
justru menitikberatkan pada tanggung jawab dan Kkelalaian
negara/pejabat publik dalam melindungi hak tersebut (Adnyani et al.,
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2024; Warjiyati et al,, 2022; Wico et al,, 2021; Awanisa et al., 2021;
Mahardika, 2021; Dewi et al.,, 2022).

Secara konseptual, pelanggaran standar K3 dapat dipandang
mereduksi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga
berkaitan dengan hak konstitusional. Namun, berdasarkan penelitian
yang ada, mekanisme constitutional complaint belum tersedia dalam
sistem Indonesia, dan rancangan kewenangannya difokuskan pada
tindakan pejabat publik, bukan langsung pada perusahaan. Saat ini,
kegagalan perusahaan memenuhi standar K3 tidak dapat secara
formal digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui constitutional
complaint, melainkan melalui instrumen hukum administratif,
perdata, pidana, ketenagakerjaan, dan lingkungan yang sudah ada.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 155 tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) menuntut negara menjamin perlindungan
kerja yang tinggi. Di sisi lain, politik hukum Indonesia melalui UU Cipta
Kerja dan omnibus law cenderung mendorong deregulasi untuk
meningkatkan fleksibilitas investasi. Pertanyaannya menjadi:
bagaimana keduanya disinkronkan agar perlindungan pekerja tidak
dikorbankan? UU Cipta Kerja lahir untuk menyederhanakan “obesitas
regulasi” dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif
melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan (Pardede, 2023;
Alfiqri et al.,, 2025; Kristianti, 2021). Deregulasi banyak diarahkan
pada kemudahan berusaha, efisiensi perizinan, dan pengurangan
tumpang tindih regulasi, namun memunculkan kekhawatiran
terganggunya perlindungan hak-hak pekerja akibat deregulasi
tersebut (Alfigri et al,, 2025; Pardede, 2023; Rozikin & Muhyiddin,
2025; Rafifah et al., 2025). Politik hukum investasi cenderung berat ke
kepentingan modal; prinsip kebersamaan dan keadilan sosial berisiko
bergeser menjadi tujuan jangka panjang, bukan prioritas langsung
(Kristianti, 2021).

Tabel 7.1: Dampak pada Perlindungan K3 dan Hak Pekerja

Tren dalam Politik Implikasi bagi K3 & hak
Aspek . .
Deregulasi pekerja
Hubungan Kontrak, outsourcing, Ketidakpastian upah,
kerja non- fleksibilitas tinggi (Rozikin | jaminan sosial & K3
standar & Muhyiddin, 2025; melemah (Rozikin &
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Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perspektif Regulasi Terbaru

Pengertian dan Konsep Outsourcing

Pengaturan mengenai pekerja alih daya (untuk selanjutnya akan
disebut “outsourcing”) dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia
mengalami perkembangan signifikan yang dahulu diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya akan disebut "UUK"), kemudian setelah
diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, secara resmi telah dicabut dan digantikan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengalami perubahan yang
signifikan (untuk selanjutnya akan disebut “Undang-undang Cipta
Kerja”).

Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 64 sampai dengan
Pasal 66, yang memberikan kerangka hukum bagi praktik penyerahan
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dalam konteks ini,
outsourcing dipahami sebagai mekanisme di mana perusahaan
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lain melalui suatu perjanjian kerja sama yang sah secara hukum.

Secara normatif, penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain
harus dilakukan melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara
tertulis, sebagaimana amanah dari Pasal 64 ayat (1) Undang-undang
Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian
hukum dan akuntabilitas dalam hubungan bisnis antarperusahaan.
Selain itu, Undang-undang Cipta Kerja juga memberikan ruang bagi
pemerintah untuk menetapkan jenis pekerjaan yang dapat
dialihdayakan. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara
untuk tetap mengendalikan praktik outsourcing agar tidak merugikan
kepentingan pekerja, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi dunia
usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah sebagai regulasi turunan.

Dalam praktiknya, outsourcing dapat dilakukan dalam dua bentuk
utama, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa
pekerja/buruh. Kedua bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda,
namun sama-sama menempatkan perusahaan alih daya sebagai pihak
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yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pekerja. Dengan
demikian, hubungan kerja yang timbul bukan antara pekerja dengan
perusahaan pemberi kerja (selanjutnya akan disebut “user”),
melainkan antara pekerja dengan perusahaan alih daya itu sendiri.
Hubungan kerja tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kerja
tertulis, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk
selanjutnya akan disebut “PKWT”) maupun Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (untuk selanjutnya akan disebut “PKWTT"),
sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pula tak dapat
disimpangi pada ketentuan pasal 66 Undang-undang Cipta Kerja.

Lebih lanjut, tanggung jawab perusahaan alih daya mencakup
berbagai aspek perlindungan pekerja, termasuk pembayaran upabh,
pemberian kesejahteraan, pemenuhan syarat kerja, serta
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini menegaskan
bahwa perusahaan alih daya tidak hanya berfungsi sebagai perantara
administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab
penuh terhadap keberlangsungan hubungan kerja dan perlindungan
hak-hak pekerja.

Dalam rangka menjamin perlindungan pekerja, Undang-Undang
Cipta Kerja menegaskan bahwa pekerja alih daya tetap berhak atas
upah, jaminan sosial, dan perlindungan kerja sebagaimana pekerja
pada umumnya. Bahkan, dalam hal hubungan kerja didasarkan pada
PKWT, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya pengalihan
perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya. Ketentuan ini penting untuk mencegah terjadinya penghilangan
hak pekerja akibat perubahan penyedia jasa outsourcing, yang selama
ini kerap menjadi persoalan dalam praktik.

Di sisi lain, regulasi juga menetapkan persyaratan yang harus
dipenuhi oleh perusahaan alih daya. Perusahaan tersebut wajib
berbentuk badan hukum dan memiliki perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Persyaratan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa perusahaan alih daya memiliki kapasitas hukum
dan administratif yang memadai dalam menjalankan usahanya, serta
dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran
terhadap hak pekerja.
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Secara Kkeseluruhan, pengaturan outsourcing dalam Undang-
Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya wupaya untuk
menyeimbangkan antara kebutuhan fleksibilitas dunia usaha dengan
perlindungan terhadap pekerja. Meskipun memberikan ruang yang
lebih luas bagi praktik alih daya, regulasi ini tetap menempatkan
perlindungan hak pekerja sebagai prinsip fundamental yang tidak
dapat diabaikan. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan ini sangat
bergantung pada implementasi di lapangan serta pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah.

Perkembangan Pengaturan Outsourcing dalam Perspektif

Regulasi Terbaru

1. Pergeseran Paradigma Pengaturan Outsourcing
Perkembangan pengaturan alih daya di Indonesia menunjukkan
adanya pergeseran paradigma hukum ketenagakerjaan yang cukup
mendasar. Pada rezim sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
UUK, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat restriktif.
Outsourcing dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu yang
bersifat penunjang (non-core business), dengan tujuan utama
memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja agar tidak
terjebak dalam praktik fleksibilisasi yang berlebihan.

Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum
ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang
harus dilindungi secara struktural. Negara hadir melalui regulasi
untuk membatasi ruang gerak pengusaha dalam menggunakan
mekanisme outsourcing, sehingga tidak semua pekerjaan dapat
dialihkan kepada pihak ketiga.

Namun demikian, sejak lahirnya Undang-undang Cipta Kerja,
arah kebijakan hukum ketenagakerjaan mengalami perubahan
yang signifikan. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan yang
lebih fleksibel, dengan menitikberatkan pada penciptaan iklim
investasi yang kondusif dan peningkatan daya saing ekonomi
nasional. Dalam kerangka ini, outsourcing tidak lagi dipandang
sebagai praktik yang harus dibatasi secara ketat, melainkan
sebagai instrumen manajemen tenaga kerja yang sah dan perlu
difasilitasi.
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Diskursus Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi ini diberikan kebebasan
untuk menikmati berbagai ciptaan (makhluk lain) yang semuanya
dalam keadaan baik dan tidak saling kontradiktif. Semuanya
memberikan manfaat kepada manusia, dan manusia yang seringkali
tidak memanfaatkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang seharusnya
dijalankan menurut kehendak-Nya. Perbedaan jenis kelamin manusia
merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sudah pasti mempunyai
perbedaan-perbedaan mendasar, namun dalam kondisi tertentu
terdapat kesamaan seperti dalam hal memperoleh peluang untuk
bekerja, sepanjang aktifitas yang dilakukan tidak melanggar
ketentuan syariat.

Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai penciptaan
jenis kelamin manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Meskipun dalam kondisi tertentu kedua jenis kelamin manusia sama
dalam hal kedudukan sebagai hamba, keimanan, dan amal shaleh
sesuai Quran Surat (QS) An-Nisa Ayat 124 dan Al-Hujurat Ayat 13.
Sedangkan berbagai perbedaan digambarkan dalam Quran Surat An-
Nisa Ayat 34 menunjukkan perbedaan peran dan tanggung jawab:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Selanjutnya perbedaan biologis atau kodrati manusia
digambarkan dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 36: “Maka tatkala
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki
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tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai
Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak
keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syaitan yang
terkutuk”.

Selanjutnya perbedaan derajat dalam tanggung jawab
keluarga, Allah SWT memberikan petunjuk dalam Quran Surat Al-
Baqgarah Ayat 228: “Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah
menahan diri (menunggu) tiga kali quru' Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi
para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Di samping perbedaan-perbedaan yang dipertegas dalam
beberapa ayat Quran tersebut di atas, terdapat beberapa ayat Quran
yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yakni
kesetaraan dalam beramal shaleh diuraikan dalam Quran Surat An-
Nisa Ayat 124: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik
laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka
mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau
sedikitpun”. Begitu pula dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Allah
SWT menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah sama untuk jenis
kelamin laki-laki dan perempuan: “Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Selain ayat-ayat yang diuraikan di atas masih terdapat beberapa
ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kesetaraan dan perbedaan
antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah,
misalnya QS. At-Taubah Ayat 71, QS. Al-Baqarah Ayat 35, QS. An-Nahl
Ayat 97, QS. An-Nur Ayat 2 dan QS. Al-Maidah Ayat 38.
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Perbedaan pandangan manusia dalam kehidupan sosial
mengenai kedudukan perempuan menjadi hal yang menarik
diperbincangkan oleh karena stigma itu menjadi bagian dari dalil
agama yang jelas, meskipun seringkali marjinalisasi kaum perempuan
cenderung disalahartikan sebagian orang termasuk dalam hal mencari
nafkah yang seolah-olah hanya menjadi beban dan tanggung jawab
laki-laki. Quran Surat An-Nisa Ayat 34 di atas memberikan beban bagi
laki-laki untuk mencari nafkah untuk keluarga, dalam hal ini
kedudukan perempuan diposisikan sebagai hanya membantu laki-laki
mencari nafkah, artinya perempuan bukan yang bertugas dan
bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga.

Hal ini menjadi dasar bagi pihak yang memposisikan perempuan
lebih rendah atau dianggap tidak begitu penting dalam hal bekerja
untuk mencari nafkah. Meskipun menurut Penulis, apabila tenaga
kerja yang digunakan tidak lagi melihat kedudukan perempuan
sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah,
akan tetapi tergantung kepada majikan atau perusahaan yang
memberikan peluang bagi pekerja perempuan untuk diterima sebagai
tenaga kerja. Artinya majikan yang menentukan mengenai kebutuhan
tenaga kerja yang akan digunakan, jika akses untuk perempuan
karena memenuhi kualifikasi yang ditentukan sehingga mempunyai
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, maka tidak boleh lagi
muncul diskriminasi mengenai hak-hak tenaga kerja yang digunakan.

Hak untuk bekerja di Indonesia bagi jenis kelamin perempuan
dalam konstitusi dijamin dan tidak ada pembatasan sehingga
sepanjang harkat dan martabat perempuan untuk terlibat dalam suatu
pekerjaan, maka ia seharusnya diberikan kesetaraan dengan
pekerjaan yang dilakukan laki-laki termasuk hak-hak yang harus
didapatkan misalnya gaji (wage). Hal itu didukung dengan berbagai
perundang-undangan bidang ketenaga-kerjaan yang memberikan
kewajiban dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan,
kecuali hal-hal tertentu karena kodratnya sebagai perempuan, dan
apabila hal itu dilanggar oleh majikan atau perusahaan, maka hal itu
bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak normatif tenaga
kerja dalam undang-undang atau peraturan lain memberikan
kesetaraan mengenai kewajiban dan hak-hak bagi pekerja laki-laki

Rustan

173



Perlindungan Tenaga Kerja Peremp Dan Kel k Rentan

P

Daftar Pustaka

Adelle Blackett. (2019). Everyday transgressions: domestic workers’
transnational challenge to international labor law. Cornell
University Press Printed in the United States of America.

Agnes Widanti. (2005). Hukum Berkeadilan Jender. Penerbit Buku
Kompas, Jakarta.

Final report. (1998). Transformation of labour and future of labour law
in Europe. Tanpa Penerbit.

Francesca Ippolito and Sara Iglesias Sanchez. (Editor). (2015).
Protecting Vulnerable Groups The European Human Rights
Framework. Published in the United Kingdom by Hart Publishing
Ltd 16C Worcester Place, Oxford, 0X1 2]JW.

International Labour Organization. (2022). Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.
Sixth edition.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan
Terjemahnya, Jakarta.

Leslie Gevers and Marise Goddard-Jones. (2003). Working With
Children and Young People Living With Domestic Violence. The Office
of The Status of Women, the Department of The Prime Minister
Cabinet. Commonlwealth Government of Australia.

Marcel van der Linden (Editor). (2018). Studies in Global Social
History. International Labour Office Jeneva. of the Prime Minister
and Cabinet

Michael Gillan and Bob Pokrant (editor). (2009). Trade, Labour and
Transformation of Community in Asia. Palgrave Macmillan in the US
is a division of St Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York.

Robert Castel. (2003). From manual workers to wage laborers:
transformation of the social question. Translated and edited by
Richard Boyd. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.

Zulfina Susanti dkk, Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Menurut
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dalam Kerangka Kesetaraan Gender, p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN
NO. 1359957835 Februari 2023, Vol. 11 No. 1, halaman 191-202.

Rustan



Perlindungan Tenaga Kerja Peremp Dan Kelompok Rentan

PROFIL PENULIS

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di
Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata,
Kabupaten Soppeng, menempuh
pendidikan dasar dan menengah di
Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29
Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah
Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA
Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984.
Menyelesaikan studi pada satu perguruan
tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas
Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas
Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum
tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di
STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf
Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai
sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan
Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim
Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang
Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam,
Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi
Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum
Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum
Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan
Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya.
Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program
Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah
Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan
Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan
Sistem Hukum dan Peradilan.

Rustan

227



BAB 10
PERHITUNGAN
KOMPENSASI:

PESANGON DAN UANG

PENGHARGAAN MASA
KERJA

Adila Azani, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya




Perhitungan Kompensasi: Pesangon Dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Pendahuluan

Hubungan kerja secara normatif di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat dengan
UU 13/2003) didefinisikan sebagai sebuah "Hubungan hukum yang
lahir atas disepakatinya perjanjian kerja oleh pekerja dan pemberi
kerja, di mana di dalamnya terdapat 3 unsur: pekerjaan, upah, dan
perintah." Perjanjian kerja yang mendasari lahirnya sebuah hubungan
kerja antara pekerja dengan pemberi kerja diatur secara khusus (Lex
Specialis) dalam UU 13/2003 beserta aturan perubahan dan
turunannya. Hakikatnya, perjanjian kerja tetaplah harus memenuhi
syarat sah dan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1 angka 14 UU 13/2003 menegaskan bahwa "Perjanjian
kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pemberi
kerja atau pengusaha yang memuat syarat-syarat Kerja, serta hak dan
kewajiban para pihak”. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa
perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja
memberikan konsekuensi hukum lahirnya hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak (pekerja dan pemberi kerja) dan harus dipatuhi
oleh keduanya sebagaimana asas perjanjian "Pacta Sunt Sevanda".
(Sinaga, 2017)

Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya, terbagi atas
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT kerap dikenal sebagai dasar
hubungan kerja untuk pekerja kontrak, yakni pekerja yang
melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu, selesainya suatu
pekerjaan, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang
berkaitan dengan produk baru yang masih membutuhkan masa
percobaan dalam kegiatan produksi. Sedangkan PKWTT adalah dasar
hubungan kerja untuk pekerja tetap, yaitu pekerja permanen yang
tidak dibatasi jangka waktu.

"Perjanjian kerja berakhir bila:

1. Pekerja meninggal dunia Perjanjian kerja akan berakhir jika
pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak berakhir
jika pengusaha meninggal dunia.
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2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian Kerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”
(Husni, 2014)

Berikut perbedaan hak pekerja berdasarkan PKWT dengan
PKWTT dalam hal kompensasi jika hubungan kerja berakhir:

Tabel 10.1: Perbandingan Hak Pekerja PKWT dengan PKWTT

No. | Hak Pekerja PKWT Hak Pekerja PKWTT

1 Uang Kompensasi Uang Pesangon

2 Ganti Rugi Uang Penghargaan Masa Kerja
(UPMK)

3 - Uang Pengganti Hak (UPH)

4 - Uang Pisah (Jika pekerja
mengundurkan diri sukarela)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Pengupahan

Setelah memaparkan pengertian hubungan kerja dan perjanjian
kerja, menjadijelas bahwa kedudukan perjanjian kerja memiliki peran
yang sangat fundamental dalam menentukan pemenuhan hak-hak
normatif pekerja, khususnya ketika hubungan kerja berakhir.
Penentuan apakah suatu perjanjian kerja berbentuk PKWT atau
PKWTT bukan sekadar klasifikasi normatif saja, melainkan memiliki
konsekuensi yuridis terhadap jenis dan besaran hak yang diterima
pekerja jika terjadi PHK. Pekerja dengan status PKWTT pada
umumnya memiliki cakupan hak yang lebih luas, seperti hak atas
pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah (dalam kondisi hubungan kerja
berakhir karena pekerja mengundurkan diri secara sukarela)
sementara pekerja PKWT berfokus pada pemenuhan hak berupa uang
kompensasi sesuai masa kerja serta ganti rugi jika PHK terjadi
sebelum berakhirnya masa PKWT.
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Pengaturan hak-hak pekerja yang timbul saat hubungan kerja
berakhir diatur dalam UU 13/2003 sebagaimana telah diubah melalui
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dan secara khusus
diatur dalam PP 35/2021. Ketentuan upah yang digunakan dalam
perhitungan hak-hak tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021)
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 49/2025).

Meskipun  peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan belum memberikan definisi otentik secara eksplisit
mengenai uang kompensasi, ganti rugi, UPMK, uang pisah, pesangon,
dan UPH, pemahaman terhadap konsep tersebut tetap dapat dibangun
melalui penelusuran praktik hubungan industrial serta kajian-kajian
akademik yang telah berkembang, sehingga maknanya dapat
ditafsirkan secara komprehensif baik dari perspektif normatif
maupun empiris.

Pertama, uang kompensasi, yakni sejumlah pembayaran yang
wajib diberikan kepada pekerja PKWT ketika perjanjian kerja
berakhir sesuai jangka waktunya. Pemberian uang kompensasi adalah
wujud politik hukum ketenagakerjaan, yakni bentuk respon
pemerintah atas tuntutan penghapusan PKWT oleh pekerja sejak lama
(Priyanto, 2023).

Kedua, ganti rugi, adalah kompensasi yang timbul akibat
berakhirnya hubungan kerja sebelum masa kerja yang disepakati
dalam PKWT oleh salah satu pihak. Kepada pihak yang mengakhiri
hubungan kerja tersebut (pekerja atau pemberi kerja), maka wajib
memberikan ganti rugi akumulasi upah hingga masa PKWT berakhir
(Bangapadang et al, 2025).

Ketiga, UPMK merupakan kompensasi yang diberikan kepada
pekerja PKWTT sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas
loyalitas pekerja selama menunaikan pekerjaannya dan dihitung
berdasarkan masa kerja.
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Pengertian Jaminan Sosial
Pada dasarnya, jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu sistem
perlindungan sosial yang dibentuk untuk menjamin agar pekerja
beserta keluarganya tidak terpuruk ketika menghadapi berbagai
risiko yang melekat dalam dunia kerja. Risiko tersebut mencakup
kondisi sakit, kecelakaan kerja, kematian, pemutusan hubungan kerja,
memasuki masa lanjut usia, hingga keadaan ketika seseorang tidak
lagi mampu bekerja secara produktif akibat faktor usia maupun
kecacatan (Madya 2024). Dari sudut pandang hukum, jaminan sosial
dipahami sebagai bagian dari hak sosial dan ekonomi setiap warga
negara. Sementara itu, dalam perspektif yang lebih humanis, jaminan
sosial mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan bahwa
pekerja tidak ditinggalkan saat mengalami gangguan kesehatan,
kehilangan sumber pendapatan, atau ketika keluarganya harus
menghadapi hilangnya pencari nafkah utama (Hermawan et al. 2022).
Landasan konstitusional penyelenggaraan jaminan sosial tenaga
kerja dalam sistem hukum Indonesia memiliki pijakan yang kuat dan
eksplisit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 memberikan pengakuan terhadap hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak atas
jaminan sosial, serta kewajiban negara untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Hennigusnia and Kurniawati
2021). Dengan demikian, jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat
direduksi semata-mata sebagai urusan administratif kelembagaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau hanya dipahami sebagai
kewajiban pembayaran iuran secara periodik. Jaminan sosial tenaga
kerja pada hakikatnya merupakan instrumen hukum negara
kesejahteraan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
dasar bagi pekerja terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi yang
timbul dalam hubungan kerja. Dalam perspektif hukum positif,
konstruksi normatif penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja
bertumpu terutama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut
menandai pergeseran paradigma pengaturan dari pendekatan
bantuan sosial yang bersifat fragmentaris dan insidental menuju suatu
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sistem perlindungan sosial yang terlembagakan, bersifat wajib, dan
berbasis hak. Melalui kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional, negara
menegaskan posisinya sebagai penanggung jawab utama dalam
pembentukan sistem yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya ketika
menghadapi risiko tertentu. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan
jaminan sosial tidak lagi diletakkan semata-mata pada kebijakan
pemberi kerja ataupun kemampuan individual pekerja dalam
menanggung risiko, melainkan diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia (Amanda et al. 2021).

Perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja
selanjutnya memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang
menetapkan BP]S Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan
hukum publik. Pembentukan kedua institusi tersebut menandai
transformasi kelembagaan dari model penyelenggaraan Jamsostek ke
arah sistem jaminan sosial yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan
memiliki legitimasi hukum publik yang lebih tegas. Selanjutnya,
perubahan yang dibawa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 menunjukkan bahwa jaminan sosial ditempatkan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari ekosistem ketenagakerjaan nasional, yang
secara terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan pasar kerja,
tuntutan efisiensi dunia usaha, dan kebutuhan akan perlindungan
pekerja (Octora, Efrila, and Maryani 2022).

Dengan demikian, pengertian jaminan sosial tenaga kerja tidak
memadai apabila hanya dirumuskan sebagai sekumpulan program
yang menyediakan santunan atas risiko tertentu. Dalam konstruksi
yang lebih tepat, jaminan sosial tenaga kerja merupakan instrumen
perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan atas
martabat manusia. Keberadaannya dimaksudkan untuk mencegah
pekerja dan anggota keluarganya jatuh ke dalam kondisi kerentanan
sosial dan kemiskinan akibat timbulnya suatu peristiwa risiko. Pada
saat yang sama, jaminan sosial tenaga kerja menegaskan bahwa
hubungan industrial yang sehat tidak semata-mata berorientasi pada
produktivitas dan keuntungan ekonomi, melainkan juga harus
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menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menjadi pelaku
utama dalam proses produksi (Perwira et al. 2003).

Dalam perspektif yang lebih luas, jaminan sosial tenaga kerja
dapat diposisikan sebagai titik temu antara hukum ketenagakerjaan,
hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pembahasannya tidak cukup dibatasi pada uraian
mengenai jenis program maupun besaran iuran. Aspek yang lebih
mendasar adalah memahami fungsi sosialnya, yaitu sebagai
instrumen untuk membangun rasa aman, memperkuat kohesi sosial,
serta mentransformasikan risiko individual menjadi tanggung jawab
kolektif dalam kerangka negara kesejahteraan yang berlandaskan
konstitusi (Rahmawati 2025).

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia pada
dasarnya tidak disusun dalam kerangka kelembagaan yang bersifat
tunggal. Sistem ini dibangun melalui distribusi fungsi dan tanggung
jawab antara negara sebagai pembentuk norma dan pengawas
penyelenggaraan, badan penyelenggara sebagai pelaksana program,
pemberi kerja sebagai pihak yang dibebani kewajiban hukum untuk
memenuhi kepatuhan, serta pekerja sebagai subjek hukum yang hak-
haknya wajib diberikan perlindungan. Dengan konstruksi demikian,
jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya merupakan persoalan teknis
administrasi, melainkan juga merupakan sistem hukum yang
menempatkan setiap aktor dalam posisi, peran, dan kewajiban yang
saling berkaitan (Ikhsan, Muliana, and Wahab 2021).

Dalam kerangka hukum yang berlaku, terdapat dua badan hukum
publik yang memegang mandat utama dalam penyelenggaraan
jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Keduanya dibentuk untuk menjalankan fungsi yang berbeda, namun
dalam konteks perlindungan tenaga kerja terdapat hubungan yang
bersifat komplementer. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa
perlindungan atas kesehatan pekerja, keselamatan dalam bekerja,
kesinambungan penghasilan, serta jaminan bagi anggota keluarganya
merupakan unsur-unsur perlindungan sosial yang secara substantif
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Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dan Peraturan Perusahaan (PP)

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, pengaturan hubungan kerja
tidak semata-mata bersumber pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, melainkan juga memerlukan perangkat pengaturan yang
berlaku secara khusus di lingkungan perusahaan. Pengaturan ini
dibuat untuk menjadi acuan dalam menetapkan syarat kerja, aturan
perusahaan, dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak dalam
hubungan industrial, sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban,
dan keharmonisan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Sehubungan
dengan itu, terdapat dua instrumen yang memiliki peranan penting
dalam praktik hubungan industrial, yakni Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP).

Meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai pedoman
normatif dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, PKB dan
PP memiliki perbedaan yang mendasar, baik ditinjau dari proses
pembentukannya, pihak-pihak yang terlibat, maupun kekuatan
mengikatnya secara yuridis. Atas dasar itu, untuk memperoleh
gambaran yang menyeluruh mengenai fungsi, kedudukan, dan ruang
lingkup pengaturan dari masing-masing instrumen tersebut, perlu
dilakukan pembahasan secara tersendiri mengenai Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP).

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Sebagai salah satu instrumen dalam hubungan industrial, Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) memegang tatanan yang fundamental
Keberadaan PKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif
dalam hubungan kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan
hubungan industrial yang kondusif, serasi, dan seimbang dengan
berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Melalui PKB, hak beserta
kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi menjadi
lebih jelas, sehingga kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah
dapat diakomodasi serta diselaraskan melalui mekanisme
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam konteks tersebut, PKB pada dasarnya merupakan
instrumen normatif yang dirumuskan sebelum pelaksanaan
hubungan kerja berlangsung secara konkret dalam praktik. Oleh
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karena itu, PKB tidak cukup hanya dipahami sebagai dokumen formal,
melainkan harus direalisasikan secara tepat dan konsisten agar
substansi pengaturan yang telah disepakati benar-benar terwujud
dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
Dengan demikian, PKB berfungsi sebagai landasan yang memberikan
arah, batasan, dan kejelasan hukum bagi para pihak dalam
menjalankan hubungan industrial.

Secara yuridis, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lahir dari proses
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau gabungannya
yang telah terdaftar pada instansi ketenagakerjaan dengan
pengusaha, kelompok pengusaha, atau asosiasi pengusaha. Pada
dasarnya, PKB mengatur syarat-syarat kerja serta menetapkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan industrial.
Dengan demikian, PKB berperan penting sebagai instrumen hukum
yang menyeimbangkan kepentingan pekerja serta pengusaha
memiliki suatu hubungan kerja yang tertata, adil, dan memiliki
kepastian hukum.

Perjanjian Kerja Bersama disusun atas dasar musyawarah untuk
mencapai mufakat. Akan tetapi, apabila dalam proses perundingan
para pihak belum berhasil mencapai kesepakatan, penyelesaiannya
ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itu, PKB wajib dibuat secara tertulis
dengan menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Jika
perjanjian tersebut disusun dalam bahasa selain bahasa Indonesia,
naskahnya harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Di samping itu, dalam satu
perusahaan hanya dapat berlaku satu Perjanjian Kerja Bersama, dan
ketentuan di dalamnya mengikat seluruh pekerja atau buruh pada
perusahaan yang bersangkutan.

Secara formal, Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam
bentuk tertulis oleh para pihak. Masa berlakunya ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Dari sisi substansi, PKB
sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai hak dan
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kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat
buruh serta pekerja/buruh, jangka waktu beserta tanggal mulai
berlakunya perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang mengikatkan
diri di dalamnya.

Perjanjian Kerja Bersama mengikat pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh sehingga seluruh pihak
wajib melaksanakannya. Sebagai wujud tanggung jawab dalam
pelaksanaan PKB, pengusaha harus mencetak serta mendistribusikan
naskah PKB kepada setiap pekerja/buruh, dengan seluruh
pembiayaan ditanggung oleh pengusaha. Selain itu, pengusaha dan
pekerja/buruh tidak boleh menyusun perjanjian kerja yang isinya
bertentangan dengan ketentuan PKB. Jika pertentangan tersebut
terjadi, hukum menyatakan ketentuan dalam perjanjian kerja itu batal
demi hukum, sedangkan ketentuan PKB tetap berlaku. Bahkan, ketika
perjanjian kerja tidak mencantumkan hal-hal yang sudah diatur dalam
PKB, pelaksanaan hubungan kerja tetap merujuk pada ketentuan PKB.

Pada dasarnya, pengusaha tidak dapat menggantikan Perjanjian
Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan sepanjang di
perusahaan tersebut masih terdapat serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan ini menegaskan bahwa PKB lahir dari proses perundingan
bersama sehingga pengusaha tidak boleh mengesampingkannya
secara sepihak. Jika pada kemudian hari serikat pekerja/serikat buruh
tidak lagi ada di perusahaan dan PKB kemudian digantikan oleh
Peraturan Perusahaan, maka isi Peraturan Perusahaan itu tidak boleh
lebih rendah daripada ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam
PKB.

Perjanjian Kerja Bersama memiliki karakter dan kekhususan
yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya. Perbedaan itu
terlihat pada cakupan daya ikatnya, sebab PKB tidak hanya mengikat
para pihak yang secara langsung membuat perjanjian, tetapi juga
mengikat pihak-pihak lain yang secara organisatoris berhubungan
dengan para pihak yang membentuknya. Oleh karena itu, PKB berlaku
bagi pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha yang tergabung dalam perkumpulan pengusaha,
anggota baru dari masing-masing organisasi tersebut, bahkan tetap
mengikat pekerja/buruh maupun pengusaha yang sudah tidak lagi
menjadi anggota organisasi terkait.
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Hakikat Perselisihan Hubungan Industrial

Secara konseptual, hubungan industrial dapat dipahami sebagai suatu
bentuk hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh yang
muncul dalam konteks pelaksanaan kegiatan kerja. Hubungan ini
tidak hanya mencakup pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing
pihak, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi kepentingan yang
dinamis dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, dalam praktiknya,
hubungan industrial tidak selalu berjalan mulus, melainkan
berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat
berkembang menjadi perselisihan.

Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya merupakan
konsekuensi logis dari adanya perbedaan kepentingan antara para
pihak dalam hubungan kerja. Perbedaan tersebut dapat timbul akibat
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak, perbedaan penafsiran
terhadap ketentuan yang berlaku, maupun adanya tuntutan
perubahan kondisi kerja. Dengan demikian, perselisihan tidak dapat
sepenuhnya dihindari dalam hubungan industrial, melainkan menjadi
bagian dari dinamika hubungan kerja itu sendiri (Wijayanti, 2018).

Selain itu, sumber perselisihan juga dapat berasal dari berbagai
instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja, seperti perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.
Ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan tersebut seringkali
menjadi pemicu utama timbulnya konflik antara pekerja dan
pengusaha.

Salah satu jenis perselisihan yang paling sering muncul dalam
hubungan industrial berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.
Hal ini terjadi karena hubungan kerja pada dasarnya dibangun atas
dasar kesepakatan antara para pihak. Ketika salah satu pihak tidak lagi
bersedia melanjutkan hubungan kerja, situasi tersebut berpotensi
menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui
mekanisme hukum.

Selain itu, perkembangan di bidang ketenagakerjaan yang
semakin terbuka memberi peluang lebih besar bagi pekerja untuk
membentuk serikat pekerja. Keberadaan lebih dari satu serikat
pekerja dalam satu perusahaan merupakan manifestasi dari
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kebebasan berserikat, namun di sisi lain dapat menimbulkan konflik
antar serikat, terutama terkait keanggotaan dan hak representasi
dalam perundingan (Ugo dan Pujiyo, 2011).

Secara normatif, Perselisihan hubungan industrial diatur dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam ketentuan ini, perselisihan
hubungan industrial didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi
perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat
pekerja/serikat buruh.

Ruang lingkup perselisihan ini cukup beragam dan mencakup
beberapa kategori utama. Pertama, perselisihan hak, yaitu sengketa
yang berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan atau perjanjian kerja. Kedua, perselisihan
kepentingan, muncul ketika pihak-pihak terkait gagal mencapai
kesepakatan mengenai penetapan atau perubahan syarat-syarat kerja.
Ketiga, perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja, yang
berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak
sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku. Terakhir, perselisihan
antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan, yang biasanya timbul
akibat konflik kepentingan atau persaingan antar organisasi pekerja.

Dengan memahami klasifikasi perselisihan tersebut, mekanisme
penyelesaian dapat diterapkan secara tepat, menyesuaikan
karakteristik dan jenis perselisihan, sehingga keseimbangan hak dan
kewajiban antara pengusaha dan pekerja tetap terjaga dan hubungan
industrial dapat berlangsung secara harmonis.

Klasifikasi Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, perselisihan hubungan
industrial diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan
karakteristiknya. Pengelompokan ini penting untuk menentukan
mekanisme penyelesaian yang tepat sesuai dengan sifat perselisihan
yang terjadi (Asyhadie dan Kusuma, 2018).
1. Perselisihan Hak
Perselisihan hak merupakan jenis konflik yang muncul akibat tidak
terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak-hak
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tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, baik berasal dari
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.

Menurut Imam Soepomo, perselisihan hak terjadi ketika salah
satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan
atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
(Soepomo, 1975). Dengan demikian, perselisihan hak sering
dikategorikan sebagai perselisihan normatif karena berkaitan
dengan hak-hak yang telah memiliki dasar hukum yang tegas.

Salah satu contoh perselisihan dalam hubungan industrial
dapat dilihat pada permasalahan pembayaran upah yang tidak
sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta
ketidaksesuaian dalam pemberian upah lembur akibat kelebihan
jam kerja yang tidak dihitung atau dibayarkan secara tepat. Selain
itu, berbagai bentuk pelanggaran lain yang berkaitan dengan hak
normatif pekerja juga dapat menjadi sumber timbulnya
perselisihan (Akbar, 2024).

2. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan muncul ketika pihak-pihak yang terlibat
dalam hubungan kerja tidak mencapai kesepakatan terkait
penetapan atau perubahan syarat-syarat kerja. Perselisihan ini
tidak berkaitan dengan hak yang telah ada, melainkan berkaitan
dengan Kkepentingan para pihak di masa yang akan datang.
Perselisihan juga dapat timbul sebagai akibat adanya tuntutan dari
pekerja terkait pemberian berbagai jenis tunjangan, seperti
tunjangan jabatan, tunjangan cuti, maupun tuntutan lain yang
belum diatur secara jelas dalam ketentuan yang berlaku. Kondisi
tersebut seringkali memicu perbedaan kepentingan antara pekerja
dan pengusaha (Akbar, 2024).

Dalam praktiknya, perselisihan kepentingan seringkali
muncul dalam proses perundingan antara pekerja atau serikat
pekerja dengan pengusaha, terutama terkait dengan tuntutan
perbaikan kesejahteraan, seperti kenaikan upah atau peningkatan
fasilitas kerja (Soepomo, 1975).
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Dinamika Migrasi

“Bermigrasi” berarti “pindah dari satu tempat ke tempat lain.”
Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara - ini
yang disebut sebagai “migrasi internal”. Migrasi juga dapat terjadi
ketika orang-orang pindah dari negara asalnya ke negara lain - ini
disebut sebagai “migrasi eksternal” atau “emigrasi”.

Orang-orang bermigrasi untuk beragam alasan. Sebagian orang
bermigrasi untuk perkembangan pribadi dan/atau profesional, dan
ingin bepergian dan melihat dunia. Sebagian orang bermigrasi karena
kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling mereka yang berada di
luar kendali mereka, contohnya pengungsi kerusuhan sipil, bencana
alam seperti kelaparan, kekeringan, gempa bumi, banjir. Ada juga yang
bermigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik
untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan
yang memberikan penghasilan yang lebih besar, pekerjaan yang layak,
keamanan manusia, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-
kebebasan dasar.

“Migrasi perburuhan” adalah istilah yang digunakan untuk
mendeskripsikan pergerakan/migrasi yang dilakukan oleh orang-
orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau
menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut,
umumnya mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. Migrasi
perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari
pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-
terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi
perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran
tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” atau “negara tuan
rumah”.

Pekerja migran bukan produk dari abad ke-dua puluh.
Perempuan dan laki-laki telah meninggalkan tanah air mereka untuk
mencari kerja di tempat lain sejak konsep bayaran sebagai ganti atas
pekerjaan diperkenalkan. Sekarang ini, perbedaannya adalah bahwa
terdapat lebih banyak pekerja migran dibandingkan dengan periode
yang mana pun sepanjang sejarah manusia. Tidak ada benua, atau
kawasan di dunia ini, yang tidak memiliki kontingen pekerja migran.
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Bekerja di luar negeri memberikan peluang bagi banyak
penduduk Indonesia untuk memasuki angkatan kerja aktif dan
mencari upah yang lebih tinggi. Migrasi tenaga kerja Indonesia
didorong oleh kurangnya kesempatan kerja yang baik di dalam negeri
di tambah dengan adanya potensi upah yang lebih tinggi di pasar
tenaga kerja luar negeri. Sebagian besar pekerja migran memperoleh
penghasilan yang jauh lebih tinggi, bahkan setelah dikurangi dengan
biaya-biaya migrasi. Migrasi dan remitansi juga memberikan dampak
positif terhadap aspek sosial ekonomi rumah tangga pekerja migran.
Migrasi juga meningkatkan prospek kerja jangka panjang. Pekerja
migran memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat bereinte grasi
ke pasar tenaga kerja setelah kembali dari luar negeri.

Migrasi perburuhan dapat memiliki akibat yang berbeda bagi
negara-negara pengirim dan negara-negara tujuan, tergantung pada
volume, komposisi dan karakteristik arus-arus migrasi, serta
keterampilan, usia dan jenis kelamin migran, serta situasi kerja yang
ada di negara tujuan. Migrasi perburuhan dapat menguntungkan
negara-negara di kedua ujung jalur migrasi. Banyak negara-negara
maju yang menghadapi kekurangan keterampilan di banyak bidang,
misalnya di bidang Teknologi Informasi dan di sektor-sektor
kesehatan. Hal ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini melalui pendidikan dan
pelatihan keterampilan yang ditargetkan. Migrasi migran-migran
semi-terampil dan migran-migran tidak terampil juga mampu
menutupi kesenjangan di bidang pertanian dan di sektor-sektor jasa
yang lain di negara-negara maju. Keputusan untuk merekrut pekerja
migran biasanya dilakukan sebagai tanggapan terhadap kurang
memadainya atau kurangnya keterampilan-keterampilan yang
dibutuhkan, atau  ketidakmungkinan  untuk  memobilisasi
keterampilan-keterampilan tersebut secara cukup cepat untuk
memenuhi permintaan perburuhan tenaga kerja yang mendesak.

Imigrasi juga telah digambarkan sebagai hal yang dapat
mengurangi tekanan populasi yang menua dan berkontribusi untuk
menjaga angkatan kerja di tingkat-tingkat yang memadai di negara-
negara maju, dan untuk mengurangi tekanan pengangguran yang
tinggi di banyak negara-negara berkembang. Lebih penting lagi,
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migrasi perburuhan dipandang sebagai sebuah kontribusi untuk
membantu pembangunan, khususnya melalui remitan yang dikirim
pulang oleh para pekerja migran, transfer pengetahuan, dan
penciptaan jejaring bisnis dan perdagangan. Banyak migran yang
memperoleh keterampilan-keterampilan baru di negara tuan rumabh,
baik melalui pendidikan tinggi dan pelatihan yang tidak tersedia di
rumah, atau pengalaman Kkerja yang berguna. Keterampilan-
keterampilan tersebut mungkin relevan dengan kebutuhan-
kebutuhan pembangunan negara-negara asal mereka.

Bekerja di luar negeri juga tidak terlepas dari kemungkinan
risiko. Secara umum, kejadian pengalaman buruk dan traumatis telah
berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian,
risiko dialaminya perlakuan buruk dan traumatis bervariasi menurut
gender dan negara tujuan. Risiko yang berkaitan dengan kondisi kerja
dan penganiayaan lebih banyak dialami oleh pekerja migran wanita.
Meskipun rendah, kasus penganiayaan pada pekerja migran wanita
terjadi dua kali lebih banyak dibandingkan pada pekerja migran laki-
laki. Sebaliknya, para pekerja migran laki-laki yang mayoritas non
prosedural, lebih rentan terhadap masalah yang berhubungan dengan
gaji. Namun, secara umum, hanya sedikit pekerja migran yang
mempunyai pengalaman negatif terkait upah, mayoritas menerima
upah tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati.
Berdasarkan negara tujuan, pengalaman buruk lebih jarang terjadi
pada pekerja migran yang bekerja di negara yang lebih maju, terutama
Cina Taipei, Hong Kong SAR, dan Singapura. Pekerja migran di
Malaysia lebih banyak mengalami masalah mengenai upah, sedangkan
mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah lebih banyak
mengalami perlakuan buruk terkait kondisi kerja dan penganiayaan.

Menyikap Fenomena Pekerja Migran Non-Prosedural

Arus migrasi tidak selalu terjadi dalam kerangka hukum dan tertib.
Salah satu masalah yang terus-menerus dan kompleks yang terus
menarik perhatian adalah fenomena pekerja migran tidak terdaftar.
Fenomena ini merujuk pada pergerakan, penempatan, atau kegiatan
ketenagakerjaan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum
dan administratif yang berlaku, baik di negara asal maupun di negara
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Hukum Ketenagakerjaan Di Era Digital: Pekerja Platform Dan Gig Economy

Fenomena Gig Economy yang kini menjadi penopang penting
aktivitas ekonomi sehari-hari. Di satu sisi, pola kerja ini menawarkan
keleluasaan jam kerja dan peluang pendapatantambahan. Namun, di
sisilain, konstruksi hubungan kerja yang dikemas sebagai “kemitraan”
membuat posisi pekerja sering kali tidak jelas dari sudut pandang
hukum ketenagakerjaan. Pekerja GIG menunjukan trend yang semakin
meningkat seiring dengan kemunculan era digital. Dilansir dari Forbes
pada tahun 2022 sebanyak 57 juta orang di Amerika merupakan
pekerja gig. Sedangkan jumlah pekerja gig di Amerika meningkat pada
tahun 2016 sebanyak 27% menjadi 36% di tahun 2022 (Murwani,
2023).

Menurut Kantor Statistik Nasional Inggris pada tahun 2020
bahwa 4,4% angkatan kerja di Inggris berpartisipasi dalam kegiatan
gig economy. Survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Australia pada
tahun 2019 bahwa 7,1% populasi pekerja di Australia adalah pekerja
gig (Wulandari, 2024). Menurut survei yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada tahun 2018,
diketahui bahwa 3,3% angkatan kerja di Jepang melakukan pekerjaan
gig.(Behl et al.,, 2022) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pekerja
lepas di Indonesia sudah mencapai 46,47 juta orang atau sekitar 32%
dari total angkatan kerja pada Februari 2023 (Bielousov et al., 2023).
Bank Dunia menyebutkan sebanyak 1,57 miliar atau 46,4% dari
tenaga kerja global saat ini berstatus sebagai pekerja gig. Potensi
pasar kerja yang semakin besar, dimana pada tahun 2023, volume
pekerjaan untuk gig economy dalam skala global diperkirakan bakal
menembus angka USD455,2 miliar (Ansar & Khaled, 2023).

Di Indonesia, perkembangan hal tersebut saat ini didominasi oleh
dua perusahaan besar, yakni Gojek dan Grab, yang telah berevolusi
menjadi super-apps. Kedua platform tersebut pada awalnya hadir
untuk menjawab persoalan transportasi yang akut di kota-kota besar
Asia Tenggara, seperti tingkat kemacetan yang tinggi serta
keterbatasan  infrastruktur  transportasi  publik. = Dengan
memanfaatkan basis pengguna yang luas dan semakin terintegrasi
dengan teknologi seluler, keduanya mampu mentransformasi sektor
transportasi informal sekaligus memperluas cakupan layanan ke
sektor lain, seperti pengantaran makanan, logistik, hingga sistem

pembayaran digital (Rani et al., 2021).
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Kontribusi ekonomi dari sektor ini sangat signifikan. Gig economy
di Indonesia diperkirakan menyumbang sedikitnya US$7 miliar
terhadap produk domestik bruto nasional serta menyerap jutaan
tenaga kerja dengan estimasi tidak kurang dari empat juta pekerja
(Donovan et al., 2016). Bahkan, data tahun 2023 menunjukkan jumlah
pengemudi yang berafiliasi dengan platform utama seperti Gojek,
Grab, Maxim, dan inDriver telah mencapai sekitar 3,75 juta orang
(Myhill et al., 2023). Fakta tersebut menegaskan posisi gig economy
sebagai salah satu pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja
sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia.

Pekerja Platform

Istilah “platform” digunakan dalam berbagai konteks. Bagi banyak
orang, platform adalah alat teknologi yang memungkinkan pengguna
melakukan berbagai hal secara daring: mengobrol, berbagi,
berkomentar, mencari informasi, membeli barang, mendengarkan
musik, menonton video, memesan taksi, dan sebagainya. Namun,
aktivitas daring ini menyembunyikan sebuah sistem yang logika dan
logistiknya tidak hanya sekadar memfasilitasi; sistem tersebut
sebenarnya membentuk cara kita hidup dan bagaimana masyarakat
terorganisir (Gehl, 2011). Studi Evans dan Gawer (2016) bertujuan
untuk menyediakan survei global komprehensif pertama tentang
perusahaan platform. Studi tersebut mencatat bahwa sebagian besar
platform saat ini bersifat digital, karena mereka mengumpulkan,
mentransmisikan, dan memonetisasi data, termasuk data pribadi,
serta memanfaatkan kekuatan konektivitas internet yang meluas
(Parker dkk. 2016). mengemukakan pandangan bahwa sebuah
platform memungkinkan ‘interaksi yang menciptakan nilai antara
produsen dan konsumen eksternal’ sekaligus menyediakan
‘infrastruktur yang terbuka dan partisipatif untuk interaksi-interaksi
ini serta menetapkan ketentuan tata kelola’. Dalam mendefinisikan
platform digital dalam konteks ekonomi kapitalis kontemporer,
Srnicek (2016) berpendapat bahwa para kapitalis platform sangat
bergantung pada teknologi informasi, data, dan internet untuk model
bisnis mereka. Srnicek mendefinisikan platform sebagai infrastruktur
digital yang memungkinkan dua atau lebih pengguna yang berbeda
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untuk berinteraksi: pelanggan, pengiklan, penyedia layanan,
produsen, pemasok, dan bahkan objek fisik. Namun, Van Dijck (2013)
menunjukkan bahwa ‘platform adalah mediator, bukan perantara’,
karena platform membentuk pelaksanaan tindakan sosial, bukan
sekadar memfasilitasi tindakan tersebut (Van Dijck et al, 2018).
kemudian memperkenalkan konsep Masyarakat platform, sebuah
istilah yang lebih luas daripada ekosistem platform, untuk
menggambarkan situasi di mana hampir segala sesuatu dalam
masyarakat telah mengalami perubahan terutama dalam hal
digitalisasi.

Selanjutnya, perkembangan ekonomi digital tidak hanya
melahirkan fenomena gig economy, tetapi juga mendorong
transformasi yang lebih luas dalam struktur sosial yang kemudian
dikenal sebagai konsep masyarakat platform (platform society).
Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar
ekosistem platform, karena tidak hanya merujuk pada interaksi
ekonomi berbasis aplikasi, tetapi juga menggambarkan kondisi di
mana hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat telah
terdigitalisasi dan dimediasi oleh platform digital.

Dalam masyarakat platform, aktivitas sosial, ekonomi, hingga
hubungan kerja tidak lagi berlangsung secara konvensional,
melainkan bergantung pada infrastruktur digital yang dikendalikan
oleh perusahaan platform (Sari et al., 2026). Proses ini menciptakan
bentuk baru relasi kekuasaan yang tidak selalu terlihat secara
langsung, tetapi bekerja melalui mekanisme algoritma, data, dan
sistem otomatisasi. Dengan demikian, platform tidak hanya berfungsi
sebagai perantara (intermediary), tetapi juga sebagai pengendali
(governor) yang menentukan pola interaksi dan distribusi peluang
ekonomi.

Implikasi dari munculnya masyarakat platform terhadap hukum
ketenagakerjaan sangat signifikan. Relasi kerja yang sebelumnya
bersifat langsung antara pekerja dan pengusaha kini mengalami
disrupsi, di mana platform mengambil peran sentral tanpa secara
formal diakui sebagai pemberi kerja. Hal ini menimbulkan tantangan
konseptual dalam menentukan status hukum pekerja, sebagaimana
terlihat dalam praktik kemitraan pekerja gig. Dalam konteks ini,
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Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan

Konsep Dasar Regulasi Ketenagakerjaan

Regulasi ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang
memiliki fungsi strategis dalam mengatur hubungan antara pekerja,
pengusaha, dan negara dalam proses produksi maupun
penyelenggaraan hubungan industrial. Dalam perspektif hukum
modern, regulasi ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai
seperangkat norma yang mengatur perjanjian kerja, tetapi juga
sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan
sosial di bidang ketenagakerjaan (L. Husni, 2020). Landasan
konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang
menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip tersebut
kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang menjadi kerangka utama pengaturan
tenaga kerja nasional, meskipun sebagian substansinya mengalami
perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Secara konseptual, regulasi ketenagakerjaan mencakup seluruh
aturan mengenai tenaga kerja sejak tahap pra-kerja, selama hubungan
kerja berlangsung, hingga berakhirnya hubungan kerja. Pengaturan
tersebut meliputi mekanisme perekrutan, perjanjian Kkerja,
pengupahan, jam kerja, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Keberadaan regulasi ini menjadi penting karena hubungan kerja pada
dasarnya tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Pengusaha
memiliki kekuatan ekonomi dan kontrol atas sarana produksi,
sementara pekerja sering berada dalam posisi yang lebih lemah secara
struktural. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan mengandung sifat
protektif yang membedakannya dari hukum perdata biasa (A. Sutedi,
2019).

Tujuan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah
menciptakan keseimbangan antara kepentingan produktivitas
ekonomi dengan perlindungan hak asasi pekerja. Hukum
ketenagakerjaan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua
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pihak dalam hubungan kerja, mencegah tindakan sewenang-wenang,
serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan. Dalam konteks pembangunan nasional, regulasi
ketenagakerjaan juga berfungsi mendukung stabilitas ekonomi
melalui terciptanya hubungan kerja yang kondusif. Kepastian tentang
hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha akan meminimalkan
konflik industrial yang dapat mengganggu produktivitas usaha.
Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi
pada perlindungan individu, tetapi juga memiliki dimensi makro
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Z. Asikin, 2016).

Prinsip perlindungan tenaga kerja merupakan inti dari seluruh
bangunan regulasi ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut diberikan
karena pekerja merupakan pihak yang rentan terhadap eksploitasi
dalam hubungan kerja (Suryani, N, 2021), (Sari, D. A., & Nugroho, S.
2021). Secara umum, perlindungan tenaga Kkerja meliputi
perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis. Perlindungan ekonomis
berkaitan dengan hak atas upah yang layak, tunjangan, dan jaminan
sosial ketenagakerjaan. Perlindungan sosial mencakup hak untuk
berserikat, memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi, serta
perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
Sementara perlindungan teknis berkaitan dengan keselamatan dan
kesehatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja maupun penyakit
akibat pekerjaan (Deakin. S, 2017).

Hubungan antara negara, pekerja, dan pengusaha dalam sistem
ketenagakerjaan modern membentuk pola tripartit yang saling
berkaitan. Negara bertindak sebagai regulator yang menetapkan
norma hukum, pengawas pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan,
serta mediator dalam penyelesaian konflik industrial (Berg, ]., Furrer,
M., Harmon, E., Rani, U., & Silberman, M. S, 2018). Pekerja berperan
sebagai subjek produktif yang hak-haknya dijamin oleh hukum,
sedangkan pengusaha berfungsi sebagai pelaku ekonomi yang
menjalankan kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dalam
praktiknya, keseimbangan hubungan ini sering menghadapi
tantangan, terutama ketika kepentingan investasi berbenturan
dengan perlindungan hak pekerja (Prassl. ], 2018). Oleh karena itu,
efektivitas regulasi ketenagakerjaan sangat bergantung pada
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kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dan keadilan sosial (Adams, Z., & Deakin, S. 2014).

UuD 1945

u.:’f;'f.fsﬁl’,‘,-‘.ii’& \ / UU No. 6 Tahun 2023
penghidupan yang layak Cipta Kerja
REGULASI KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA
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Gambar 16.1: Konsep Regulasi Ketenagakerjaan
Sumber: diolah dari berbagai data penulis

Arah Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan

Arah reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia berfokus pada
penyesuaian hukum terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan
kebutuhan investasi (Prasetyo, T. 2020). Reformasi tersebut tampak
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu Cipta Kerja yang mengubah sejumlah ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
terutama mengenai hubungan kerja, pengupahan, dan pemutusan
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berimplikasi pada berkurangnya jaminan ekonomi pekerja ketika
terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha
juga menjadi perhatian penting. Dalam hubungan industrial,
pengusaha secara ekonomi berada pada posisi yang lebih kuat,
sehingga tanpa perlindungan normatif yang memadai pekerja
berpotensi menerima syarat kerja yang kurang menguntungkan.
Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada implikasi terhadap
keadilan sosial, karena tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah
menciptakan distribusi perlindungan yang seimbang agar
pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi
seluruh tenaga kerja.
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KETENAGAKERIAAN
INDONESIA

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang terus

berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta

tuntutan globalisasi. Dinamika hubungan industrial di Indonesia saat ini

menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari perubahan pola kerja

akibat revolusi industri 4.0, hadirnya platform digital (gig economy), hingga

pengaturan upah dan perlindungan pekerja dalam kerangka hukum nasional

dan internasional. Buku ini mencoba mengupas tuntas teori-teori dasar

hukum ketenagakerjaan serta menyajikan analisis kritis terhadap isu-isu

kontemporer yang tengah hangat diperdebatkan, seperti perlindungan pekerja

outsourcing, pekerja harian lepas, pekerja platform digital, serta implementasi

Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap klaster ketenagakerjaan. Adapun

materi dalam buku ini terdiri dari:

Hakikat dan Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Landasan Filosofis dan Sosiologis Hubungan Kerja

Eumber Hukum Ketenagakerjaan dan Hierarki Peraturan Pasca-Omnibus
aw

Peran Negara, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam Hubungan Industrial

Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja

Perjanjian Kerja: PKWT (Kontrak) vs PKWTT (Tetap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Industri

Outsourcing (Alih Daya) dalam Perspektif Regulasi Terbaru

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Kelompok Rentan

10. Perhitungan Kompensasi: Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

11.  Jaminan Sosial Tenaga Kerja

12. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP)

13. Perselisihan Hubungan Industrial dan Mekanisme Penyelesaiannya

14. Pekerja Migran Indonesia (PMI): Perlindungan Hukum dari Hulu ke Hilir

15. Hukum Ketenagakerjaan di Era Digital: Pekerja Platform dan Gig Economy

16. Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan
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